BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR: 24 TAHUN 2018

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor
06 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan, maka perlu ganti;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal, Gubernur atau Bupati/Wali Kota
mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. /



Menimbang

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961 );
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); }



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan SIUP;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;, f'




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu; /_



Menetapkan

25.

26.

27.

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu
di Sektor Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 43 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 34 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara

Barat.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

1.
2.
3.

Barat;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten MalukuTenggara Barat;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara

Barat;

/_
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11,

12.

13.

14.

15.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat;

. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut
Penyelenggaraan PTSP adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan di satu tempat;
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagai bukti
legalitas atas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum
dalam menjalankan kegiatan usahanya;

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman
modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
Fasilitas Penanaman Modal adalah Segala Bentuk insentif fiskal dan
nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan,;

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD
terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan
perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan
pertanggungjawaban Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, termasuk
penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditetapkan dengan uraian yang
jelas;

Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan pemerintah
yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan perizinan dan
pemberian fasilitas pelaksanaan penanaman modal;

Izin Usaha adalah Izin dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan
produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan

lain oleh peraturan Perundang-undangan sektoral;



16. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, masyarkat,
lembaga dan organisasi kepada Pemerintah (DPMPTSP) sehubungan
dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan pemerintah yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut
KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi
lapangan usaha.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar
pelaksanaan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 3
(1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Jenis Perizinan yang didelegasikan meliputi:
a. Pendaftaran Penanaman Modal;
b. Izin Usaha; dan
c. Izin Kantor Perwakilan.
(3) Pelayanan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
Fasilitas Penanaman Modal meliputi :
a. Sektor Pendidikan;
Sektor Kesehatan;
Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Sektor Sosial;
Sektor Tenaga Kerja;
Sektor Pertanahan;
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h. Sektor Lingkungan Hidup;

i. Sektor Perhubungan;

Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Sektor Kebudayaan;

Sektor Kearsipan;
. Sektor Kelautan dan Perikanan;
Sektor Pariwisata;
Sektor Pertanian;
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
Sektor Perdagangan;

naw ooy

Sektor Perindustrian;
Sektor Penanaman Modal;
t. Sektor Kepolisian;

u. Penggunaan Aset Daerah.

®

(4) Jenis Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang
didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui PTSP pada
DPMPTSP.

(2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b. penerbitan dokumen Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
c. penyerahan dokumen Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; dan
d. pencabutan dan pembatalan Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal.
(3) Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada standar pelayanan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/.



Pasal 5

Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP tidak dapat
didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

berwenang melakukan penandatanganan atas semua jenis perizinan dan

fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 7
Permohonan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal diajukan secara
tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan
persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan untuk setiap jenis Perizinan dan Fasilitas

Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Persetujuan
Pasal 8

Persetujuan dan penolakan permohonan dan Fasilitas Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bilamana diperlukan dilakukan
dalam rapat Tim Teknis yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah
paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya permohonan perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal oleh Tim Teknis;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
bertindak selaku Ketua Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari
perwakilan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terkait; /



(3) Hasil rapat Tim Teknis berupa rekomendasi tentang persetujuan atau

(4)

)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

penolakan terhadap permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal;

Rekomendasi Tim Teknis dijadikan penerbitan Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berwenang menyampaikan Surat Penolakan berdasarkan rekomendasi
Tim Teknis atas permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
yang tidak memenuhi persyaratan.

BABV
PELAKSANAAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 9
Dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bantu oleh Tim Teknis;
Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang
mempunyai kewenangan disektor pelayanan Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal;
Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan
untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan
rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan

Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Penandatanganan
Pasal 10

Penandatanganan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib
mempertimbangkan rekomendasi Tim Teknis;

Penandatanganan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
diterimanya dokumen Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dengan
berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP). 7’;



{1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3

(1)

(2)

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 11
Apabila pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak sesuai dengan
ketentian peraturan Perundang-undangan maka pemohon dapat
menyampaikan pengaduan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan
dan/atau tertulis melalui media yang tersedia;
Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib
melaporkan penyelenggaran Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
yang berada dalam kewenangannya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah;

Laporan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan bukti-bukti yang
lengkap dan sah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya;

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI
Pasal 13
Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi secara menyeluruh
dilakukan oleh Bupati;
Bupati dapat meminta SKPD teknis terkait untuk melakukan pembinaan

f

dan pengawasan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;




(3) Pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal yang telah diterbitkan secara fungsional tetap
menjadi kewenangan SKPD teknis sesuai Sektor dan jenis Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal masing-masing;

(4) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan Evaluasi secara administrasi
dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

(5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Bupati dapat mencabut
kembali kewenangan yang telah dilimpahkan;

(6) Pelanggaran yang dilakukan Tim Teknis yang mengelola Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal dikenakan sanksi pelanggaran disiplin oleh
Bupati.

Pasal 14
(1) Izin usaha wajib diperpanjang satu bulan sebelum masa berlakunya
berakhir;
(2) Izin usaha yang tidak diperpanjang akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih
lanjut dalam aturan pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

(1) Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang telah diterbitkan dan
masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap
dinyatakan berlaku;

(2) Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang telah habis masa
berlakunya pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan diproses sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;

(3) Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang telah habis masa
berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan wajib disesuaikan
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; 7




(4) Proses administrasi Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhitung sejak
Peraturan Bupati ini diundangkan;

(5) Masa berlaku Perizinan menggunakan Tahun Buku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku
Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal :12-

BUPATI MALUKU TENGG

018

BARAT,

PETRPS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal 13 -September- 2018

SEKRETARIS DAERAH,

PO e,

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018

NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2018
TANGGAL  : 12 - September- 2018
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO. SEKTOR JENIS PERIZINAN JENIS FASILITAS PENANAMAN MODAL KET.
1 2 3 4 5
1. | SEKTOR PENDIDIKAN. i, Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh

Masyarakat;

2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD} dan
Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh
Masyarakat.

-y

Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten;

Izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;

. Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan
optikal;

. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

. Izin produksi makanan dan minuman pada industri
rumah tangga,

2. | SEKTOR KESEHATAN.

b WM




SEKTOR PEKERJAAN UMUM

. 1zin Mendirikan Bangunan (IMB);

DAN PENATAAN RUANG. 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional
(nonkecil dan kecil).
SEKTOR PERUMAHAN DAN/| 1. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan; Sertifikat Kepemilikan Bangunan
KAWASAN PERMUKIMAN. 2. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan Gedung (SKBG);
permukiman. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau
badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah
serta perencanaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (PSU) tingkat
kemampuan kecil.
SEKTOR SOSIAL. 1. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah.
SEKTOR TENAGA KERJA. 1. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
(LPK);
2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah;
3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA).
SEKTOR PERTANAHAN. 1. Izin Lokasi;
2. Izin Membuka Tanah.

SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP.

. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3);

. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3);

. Izin pendaurulangan sampah / pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH);

. Izin Pembuangan Limbah Cair;
. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).




SEKTOR PERHUBUNGAN.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas

parkir;

. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek

perdesaan dan perkotaan;

. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan

tertentu;

. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang

berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada
lintas pelabuhan di Daerah;

. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi

orang perorangan atau badan usaha yang
berdomisili dan yang beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam Daerah;

. Izin usaha penyelenggaraan angkutan

penyeberangan sesuai dengan domisili badan
usaha;

. Izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal;
. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan

pengumpan lokal;

. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan

pengumpul lokal;

Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan
pengumpan lokal,;

Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal;

Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan lokal;

Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal;

Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan
Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan
(DLKr/DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;

Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter.




10.

SEKTOR KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH.

. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan

wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;

. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu

dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah
kabupaten.

11. | SEKTOR KEBUDAYAAN. . Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah
kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

12. | SEKTOR KEARSIPAN. . Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang
disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

13. | SEKTOR KELAUTAN DAN . Izin Usaha Perikanan (I[UP) di bidang

PERIKANAN. pembudidayaan yang wusahanya dalam Daerah

Kabupaten.

14. | SEKTOR PARIWISATA. . Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

15. | SEKTOR PERTANIAN. . Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam
Daerah kabupaten;

. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan,
fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit
hewan /pasar hewan, rumah potong hewan;

. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor)
obat hewan.

16. | SEKTOR ENERGI DAN SUMBER . Izin pemanfaatan langsung panas bumi;

DAYA MINERAL.

. Izin Usaha Instalasi Kabel Gedung dan Rumah.




17. | SEKTOR PERDAGANGAN. 1. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran
dan izin usaha toko swalayan; Waralaba (STPW) untuk:
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Surat a. penerima waralaba dari waralaba
Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); dalam negeri;
3. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol b. penerima waralaba lanjutan dari
(SIUP-MB) golongan B dan C untuk pengecer dan warlaba dalam negeri; dan
penjual langsung minum ditempat; c. penerima waralaba lanjutan dari
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); waralaba luar negeri.
5. Izin Usaha Perdagangan Perluasan,; Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Antarpulau Terdaftar (PKAPT) dan
pelaporan rekapitulasi perdagangan
kayu antarpulau.
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
(bagi Daerah kabupaten /kota yang telah
ditetapkan sebagai instansi penerbit
surat keterangan asal).
18. | SEKTOR PERINDUSTRIAN 1. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha
Industri (IUI) Menengah:;
2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri
kecil dan menengah;
3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di
Daerah kabupaten.
21. | SEKTOR PENGGUNAAN ASET 1. Izin Penggunaan Azet Daerah.

DAERAH




19.

SEKTOR PENANAMAN MODAL
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. Pendaftaran Penanaman Modal;

Izin Tempat Usaha;

Izin Reklame Komersial:

a. Permanen (Papan Nama Usaha); dan
b. Insidentil (Berbatas Waktu).

Izin Pembukaan Kantor Cabang.

20.

SEKTOR KEPOLISIAN

e 09 i

A

Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamkanan;

Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan;
Izin Usaha Pendidikan dan Latihan Keamanan;

Izin Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang
Berharga,

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Keamanan;,

Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9).

BUPATI MALUKU TENGG

BARAT,




